
 

e-Newspaper Media Online 

Sarana & Prasarana 

Rabu, 4 April 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 

Jakarta, Bappenas 
2018 



Daftar Isi 

 

1. PEMERINTAH OPTIMISTIS SATU JUTA RUMAH TERBANGUN TAHUN INI (Media 

Online Kompas) 

2. BI UPAYAKAN ALTERNATIF BIAYA INFRASTRUKTUR (Media Online Media Indonesia) 

3. PERTAMINA BISA RAMPUNGKAN KILANG Rp 412 T (Media Online Suara Pembaruan) 

4. PENURUNAN STUNTING JADI PROYEK NASIONAL (Media Online Suara Pembaruan)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMERINTAH OPTIMISTIS SATU JUTA RUMAH TERBANGUN TAHUN INI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat optimistis 

pembangunan satu juta rumah bisa tercapai pada 2018 ini. Sebab, kebutuhan akan 

rumah bagi masyarakat di Indonesia saat ini masih sangat tinggi. Berdasarkan data 

Kementerian PUPR, kebutuhan rumah per tahun bisa mencapai angka 800.000 unit. Hal 

itu menjadi salah satu peluang bagi para pemangku kepentingan bidang perumahan 

untuk lebih bersemangat dalam membangun rumah. Salah satu upaya pemerintah 

untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat adalah dengan melaksanakan Program 

Satu Juta Rumah. Program tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional 

yang dilatarbelakangi tingginya backlog perumahan sekitar 11,6 juta unit rumah. 

Sebagai tonggak dimulainya pelaksanaan program tersebut, Presiden Republik 

Indonesia Joko Widodo mencanangkan pelaksanaan Program Satu Juta Rumah pada 29 

April 2015 di Ungaran, Jawa Tengah. Sebagai payung hukumnya, pemerintah 

menerbitkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional. 
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BI UPAYAKAN ALTERNATIF BIAYA 

INFRASTRUKTUR 

 

Masifnya pembangunan infrastruktur kerap 

mendapat kritik lantaran menjadi salah satu 

pemicu membengkaknya utang pemerintah. 

Padahal, tak semua proyek tersebut didanai 

pinjaman dari luar negeri. Bank Indonesia 

(BI) bekerja sama dengan pemerintah serta 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan terus 

memperdalam pasar keuangan agar bisa 

mendorong dan membantu pembiayaan 

sarana dan prasarana tersebut. Bagi 

infrastruktur yang memang bisa dibiayai 

secara komersial oleh swasta, itu bisa 

dibiayai dalam bentuk PPP atau penerbitan 

sekuritas seperti earring back assets 

sehingga dalam konteks ini bisa mengurangi 

beban fiskal maupun beban BUMN.  
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PERTAMINA BISA RAMPUNGKAN KILANG Rp 412 T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) hingga industri 

petrokimia menyambut baik aturan baru penambahan tax holiday, yang mencapai 20 

tahun untuk investasi di atas Rp 30 triliun. Hal ini bisa mempercepat rampungnya 

proyek-proyek penting, seperti kilang PT Pertamina (Persero) yang nilainya sekitar US$ 

30 miliar atau Rp 412 triliun. Pemerintah bakal merevisi Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) yang memberikan pembebasan pajak penghasilan atau tax holiday 100% 

kepada 17 industri pionir. Selanjutnya, tax holiday diberikan semakin panjang sejalan 

dengan semakin besarnya investasi, yakni 10 tahun untuk investasi Rp 5-15 triliun, 15 

tahun untuk investasi Rp 15-30 triliun, dan mencapai 20 tahun untuk proyek dengan 

investasi di atas Rp 30 triliun. Di samping itu, tingkat pengurangan pajaknya kini 

dipukul rata 100%. Sedangkan pada ketentuan sebelumnya –Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor 159 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan 

Pajak Penghasilan Badan–, tax holiday diberikan selama lima hingga 15 tahun dan 

diperpanjang hingga 20 tahun sesuai diskresi menkeu. Selain itu, persentase 

pengurangan pajak berbeda-beda, di rentang 10% hingga 100%. PT Pertamina 

(Persero) mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana penerbitan PMK yang 

memberikan insentif berupa tax holiday tersebut. Pasalnya, beleid ini bakal 

memudahkan perseroan dalam merampungkan proyek-proyek kilangnya. Proyek 

infrastruktur kilang adalah megaproyek yang capex-nya (capital expenditure/belanja 

modal) sangat besar ditambah risiko yang cukup tinggi. Dengan adanya tax holiday ini 

keekonomiannya dapat lebih terjaga 
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PENURUNAN STUNTING JADI PROYEK NASIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas mencatat 9 juta anak mengalami 

stunting yang tersebar di pedesaan maupun perkotaan. Dari sisi ekonomi, apabila terus 

dibiarkan stunting dapat merugikan ekonomi Indonesia. Diperkirakan, stunting dapat 

menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3% dari produk domestik bruto 

(PDB) per tahun. Jika PDB negara kita Rp 13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan 

potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp 300 triliun per tahun. Besarnya 

potensi ancaman stunting, mendorong pemerintah sejak awal berkomitmen penuh dan 

serius menangani permasalahan stunting. Menurut Kementerian PPN/Bappenas, dalam 

RPJMN 2015 - 2019 , pemerintah telah menargetkan penurunan stunting pada anak 

usia di bawah dua tahun dari 32,9% pada 2013 menjadi 28% pada 2019, sementara di 

dalam RKP 2018 pemerintah telah menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu 

Proyek Prioritas Nasional 
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